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Q & A
Question : Terkait dengan DAU SG Kelurahan apakah ada ketentuan persentase (%) penggunaan yg jelas antara 

pemberdayaan dan sarpras?
Answer : Untuk penggunaan DAU SG Kelurahan dalam PMK 110/2023 tidak diatur mengenai persentase (%) 

penggunaannya antara pemberdayaan masyarakat dengan sarana dan prasarana, hal tersebut diserahkan 
kepada masing-masing pemda sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di masing-masing daerah.

Question : Bagaimana cara menghitung alokasi fungsi pendidikan dan infrastruktur serta data yang diambil dari 
bersumber dari mana?

Answer : Untuk menghitung besar kecilnya porsi alokasi DAU dukungan bidang pendidikan menggunakan data 
capaian SPM bidang pendidikan dari Kemendikbudristek, sementara untuk menghitung alokasi DAU 
dukungan bidang kesehatan dan pekerjaan umum menggunakan data capaian kinerja daerah yang dihitung 
dari indikator-intikator yang disediakan oleh Kemenkes dan KemenPUPR.

Question : Bagaimana penggunaan SiLPA DAU SG tahun sebelumnya dan pelaporannya?
Answer : SiLPA DAU SG tahun sebelumnya harus dianggarkan dalam APBD dan digunakan untuk bidang yang 

sama (tidak boleh lintas bidang) untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan lampiran 
PMK 110 Tahun 2023. Rencana penggunaan SiLPA DAU SG tersebut harus dilaporkan dan menjadi syarat 
penyaluran tahap I untuk DAU SG pada bidang yang sama.



24

Q & A
Question : Belanja apa saja yg diperbolehkan dalam DAU SG?
Answer : DAU SG dapat digunakan untuk kegiatan fisik maupun non fisik untuk peningkatan capaian SPM di daerah 

sesuai dengan bidangnya. adapun jenis kegiatan dan subkegaitan yang dapat didanai dari DAU SG telah 
tersedia pilihannya dalam lampiran PMK 110 tahun 2023. Selain itu, untuk DAU dukungan bidang 
pendidikan dan Kesehatan dapat digunakan maksimal 25% dari alokasinya untuk belanja gaji dan tunjangan 
melekat (non tpp) bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta untuk DAU dukungan bidang 
kesehatan dapat digunakan maksimal 25% dari alokasinya untuk pemenuhan jaminan kesehatan 
masyarakat.

Question : Kapan Batas Waktu Penyampaian Laporan Sisa Dana DAU Tahun 2023 dan Laporan Rencana 
Penggunaan Anggaran DAU Tahun 2024? Jika Tagging Anggaran Tidak Cukup atau tidak sesuai dengan 
persentase yg di tentukan di PMK apakah tahap 1 nya bisa di salurkan?

Answer : Terkait dengan batas waktu penyampaian laporan sisa DAU dan laporan rencana penggunaan DAU, dapat 
dilihat ketentuannya dalam PMK 134 tahun 2023, khususnya pada pasal 39 A s.d. 39 D. Adapun syarat 
salur tahap I adalah rencana penggunaan sisa DAU SG tahun sebelumnya, dan rencana anggaran DAU 
tahun berjalan, sementara besaran yang akan disalurkan pada tahap I adalah persentase dari jumlah yang 
dianggarkan dalam APBD, bukan dari pagu alokasinya. sehingga apabila daerah tidak menganggarkan 
seluruh pagu alokasi tersebut dalam APBD, maka penyaluran maksimal adalah sejumlah nilai yang 
dianggarkan dalam APBD.
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Q & A
Question : Mengapa DAU SG pendanaan PPPK tahun 2023 disalurkan sesuai pagu? Jika sesuai juknis seharusnya 

reimburse (salur sesuai realisasi). Lalu bagaimana perlakuan terhadap SiLPA tersebut?
Answer : Memperhatikan dinamika di Daerah pada tahun pertama penerapan kebijakan DAU yang ditentukan 

penggunaannya dan proses rekrutmen PPPK Formasi 2023, akhirnya pada tahun lalu Pemerintah 
menyalurkan DAU SG Pendanaan PPPK sesuai dengan pagu alokasi dalam rincian perpres APBN 2023. 
Dengan harapan agar DAU Pendanaan PPPK dapat dioptimalkan penggunaannya di daerah untuk menggaji 
PPPK eksisting/yg telah bekerja di daerah. Dalam hal DAU penggajian formasi PPPK 2023 belum digunakan 
seluruhnya, sisa DAU dlm RKUD tersebut menjadi SiLPA terikat pada APBD 2024 yang hanya dapat 
digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan melekat PPPK.

Question : Tergolong jenis SiLPA apa sisa atas penggunaan DAU SG di Tahun 2023? Apakah sisa penggunaan 
dapat digunakan untuk urusan selain urusan SG?

Answer : Sisa DAU SG tahun sebelumnya adalah berupa SiLPA terikat atau SiLPA earmarked, dan hanya dapat 
digunakan untuk bidang yang sama, tidak dapat digunakan untuk bidang yang berbeda.

Question : Penjelasan terkat pelaporan DAU-SG PPPK apakah masih sama menggunakan sistem reimburse?
Answer : Pada tahun 2024, panyaluran DAU dukungan penggajian PPPK tidak lagi dilakukan dengan sistem 

reimburse. Pada tahun 2024 penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK menggunakan rencana 
kebutuhan pembayaran gaji PPPK secara bulanan.
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Q & A
Question : Dalam hal terdapat sisa DAU SG tahun sebelumnya, apakah dianggarkan pada bidang yang sama pada 

tahun berikutnya atau diperhitungkan pada transfer tahun berikutnya?
Answer : Jika terdapat sisa DAU SG tahun sebelumnya, Pemda berkewajiban menganggarkan kembali pada APBD 

tahun anggaran berikutnya untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada bidang yang 
sama. Dalam hal tidak disalurkan seluruhnya, penyelesaian kegiatan yang output/keluaran kegiatannya 
belum tercapai menjadi beban APBD provinsi/kabupaten/kota bersangkutan. Tahapan penyaluran dan 
syarat salur masih sama, hanya untuk waktu penyampaian syarat salurnya ada penyesuaian menjadi lebih 
longgar, hingga maksimal 14 November (untuk syarat salur tahap 3).

Question : Bagaimana formulasi perhitungan DAU SG untuk setiap Pemda?
Answer : Formulasi alokasi DAU SG setiap pemda ditentukan oleh data tingkat capaian SPM dan/atau data capaian 

kinerja daerah dibidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Secara prinsip, semakin bagus nilai 
capaian SPM suatu daerah, maka akan semakin kecil DAU SG nya dan semakin besar DAU BG nya.

Question : Apakah peraturan syarat salur, pencairan dan pelaporan DAU SG 2024 dengan 2023 sama? jika tidak 
sama, apa perbedaannya?

Answer : Secara umum tidak terdapat banyak perbedaan pelaporan DAU SG 2024 sebagai syarat salur pencairan 
jika dibandingkan dengan syarat pada tahun 2023, hanya dari sisi waktu, terdapat kelonggaran dimana 
syarat salur tahap 3 menjadi paling lambat tgl 14 November (sebelumnya 5 Oktober). Disamping itu, 
perbedaan penyaluran DAU SG TA 2024 ini terdapat pada penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK, 
dimana pada TA 2024 tidak lagi menggunakan sistem reimburse, tapi menggunakan sistem pengajuan 
kebutuhan penggajian secara bulanan, yg dilakukan sebelum bulan pembayaran gaji. Selain itu, ada laporan 
rencana penggunaan sisa DAU SG sebagai syarat salur tahap 1 DAU SG 
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Q & A
Question : Untuk Syarat Salur tahap 1 berupa rencana penggunaan apa termasuk juga rencana penggunaan 

SiLPA, dan apabila ya apakah rencana tsb harus sudah masuk dalam Perda/Perkada APBD atau bisa juga 
yang akan dianggaran dalam perubahan APBD?

Answer : Betul, cukup menggunakan Perkada untuk menampung rencana penggunaan SiLPA tersebut. Jadi tidak 
perlu menunggu Perubahan APBD. Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU 
yang ditentukan penggunaannya dalam APBD, maka kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan 
kepala Daerah tentang penjabaran APBD mendahului perubahan APBD Sebagaimana diatur dalam Pasal 
12, PMK 110 tahun 2023.

Question : Peraturan DAU SG untuk Tahun 2024 apa ada yang baru?
Answer : Peraturan terkini terkait DAU SG terdapat pada PMK 110 tahun 2023 dan PMK 134 tahun 2023, kedua 

PMK tersebut menjadi pedoman dalam penggunaan, pelaporan, dan penyaluran DAU SG.

Question : Tahun 2023 DAU SG bidang Kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum terdapat sisa di RKUD, apakah 
sisa tersebut akan mengurangi penyaluran alokasi DAU SG tahun 2024, seperti mekanisme penyaluran 
DAK Non Fisik yang menyalurannya memperhitungkan sisa tahun sebelumnya?

Answer : Sisa DAU SG tahun sebelumnya tidak mengurangi alokasi tahun berjalan, namun sisa DAU dalam RKUD 
tersebut harus digunakan dan harus dilaporkan, dalam hal pemda belum menyampaikan laporan rencana 
penggunaan DAU SG tahun sebelumnya, maka DAU tahap I tahun berjalan tidak dapat disalurkan.
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Q & A
Question : Bagaimana kiat-kiat/terobosan apa saja selain PAD yang bisa Pemerintah Daerah lakukan dalam 

menyikapi penerapan DAU Spesific Grant, dimana komposisi belanja daerah masih tergantung dengan 
DAU dan belanja pegawai yg melebihi ketentuan akibat regulasi penerimaan ASN baru?

Answer : Dengan adanya DAU SG ini tentunya ruang gerak pemda untuk membelanjakan DAU BG menjadi 
berkurang. Untuk itu terobosan yang perlu dilakukan oleh daerah agar pemda dapat lebih leluasa dalam 
mendanai kegiatan-kegiatannya adalah yang pertama tentunya memaksimalkan penggunaan DAU SG 
untuk kegiatan/subkegiatan yang benar-benar dapat berpengaruh dalam meningkatkan capaian SPM, 
sehingga dengan semakin baik capaian SPM, maka akan semakin kecil porsi DAU SG dan semakin besar 
porsi DAU BG, sehingga Pemda akan lebih leluasa membelanjakan DAU nya untuk kegiatan-kegiatan di 
daerah.

Question : Apa bedanya DAU SG dengan dana DAK?
Answer : DAU SG ini tentunya berbeda dengan DAK, diantaranya perbedaannya adalah: 

1. DAU SG dihitung berdasarkan capaian kinerja layanan publik/capaian SPM di daerah, dan tidak 
memerlukan proposal dari daerah, sedangkan DAK alokasinya dihitung berdasarkan proposal dari 
daerah. 

2. DAU SG terdapat pilihan menu kegiatan/subkegiatan prioritas dan pendukung, namun tidak sampai 
detil lokus kegiatan sebagaimana dalam DAK.

3. Penentuan pilihan menu kegiatan DAU SG dilakukan oleh Pemda setelah alokasi ditetapkan dalam 
Perpres, sedangkan DAK usulan pilihan menu kegiatan disampaikan dalam proposal sebelum alokasi 
ditetapkan dalam Perpres.
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Q & A
Question : Apa sisa DAU PPPK tahun lalu boleh digunakan untuk pembayaran DAU PPPK tahun 2024?
Answer : Sisa DAU PPPK tahun lalu (2023) dapat digunakan untuk pembayaran gaji PPPK eksisting pada tahun 

2024, dan sisa tersebut tidak bisa digunakan lintas bidang.

Question : Bagaimana penganggaran penggunaan SiLPA tahun sebelumnya?
Answer : Sisa DAU SG tahun sebelumnya dianggarkan dalam APBD untuk digunakan pada bidang yang sama (tidak 

diperkanankan lintas bidang). Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang 
ditentukan penggunaannya, maka kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan kepala Daerah 
tentang penjabaran APBD mendahului perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan
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